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PUTUSAN
Nomor 168/Pdt.G/2022/PA.Bdw

[

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan
dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
ALAMAT Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon;
Melawan
TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di ALAMAT Kabupaten Bondowoso, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal

27 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Bondowoso dengan Nomor 168/Pdt.G/2022/PA.Bdw, tanggal 27 Januari 2022,

telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada
hari Selasa tanggal 09 April 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten
Bondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0079/007/I\V/2019 tanggal
09 April 2019;
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2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai
suami istri di rumah orang tua Termohon dan telah berhubungan layaknya
suami istri (Bada Dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK,
perempuan, umur 1 tahun saat ini dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan
harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2020 rumah tangga
Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tidak ada
kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon di mana
Pemohon tidak betah tinggal di rumah Termohon dikarenakan pekerjaan
Pemohon ada di dekat rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon
tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon dikarenkan tidak suka
dengan orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon berusaha untuk
menjemput Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon akan tetapi
Termohon tetap pada sikapnya, hal ini yang menjadikan Pemohon dan
Termohon bertengkar secara terus menerus;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan
mencapai puncaknya terjadi pada bulan Desember 2021 karena Termohon
tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya
Pemohon pergi dari ruma orang tua Termohon dan tinggal di rumah orang
tua Pemohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon
pisah tempat tinggal selama 1 bulan, sejak bulan Desember 2021 hingga
sampai saat ini dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara
Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun
batin;

6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi,
maka lebih baik pernikahan antara Pemohon dengan Termohon diakhiri
dengan perceraian saja,;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap
dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa
hukumnya meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan
relaas panggilan tanggal 28 Januari 2022 dan tanggal 4 Februari 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk
bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu
dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 3511181105960001 yang
dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bondowoso tanggal 6 Agustus 2020, yang bermaterai cukup setelah
dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf
dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0079/007/IV/2019, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Wringin
Kabupaten Bondowoso tanggal 9 April 2019, yang bermaterai cukup
setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua
Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
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Bahwa selain alat bukti surat surat tersebut Pemohon telah mengajukan
bukti saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar,
Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bondowoso,
telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena orang tua
Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal
bersama di rumah orang tua Termohon;

- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 orang anak, berusia
kurang lebih 1 (satu) tahun, saat ini tinggal di bersama Termohon;

- Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak harmonis;

- Saksi pernah 1 (satu) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon tidak mau
tinggal bersama satu rumah di rumah orang tua Pemohon padahal
pekerjaan Pemohon ada di rumah orang tua Pemohon tersebut;

- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2
(dua) bulan dikarenakan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon tetapi tidak berhasil, bahkan Termohon sudah menjalin

hubungan (pacaran) dengan laki-laki lain;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten
Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai
saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah;
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- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal
bersama di rumah orang tua Termohon;

- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 orang anak, berusia
kurang lebih 1 (satu) tahun, saat ini tinggal di bersama Termohon;

- Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak harmonis;

- Saksi pernah 1 (satu) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon tidak mau
tinggal bersama satu rumah di rumah orang tua Pemohon padahal
pekerjaan Pemohon ada di rumah orang tua Pemohon tersebut;

- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2
(dua) bulan dikarenakan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon tetapi tidak berhasil, bahkan Termohon sudah menjalin

hubungan (pacaran) dengan laki-laki lain;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap
pada permohonannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi

melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyampaikan hal-hal sebagai
sebagai berikut:
1. Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;
2. Termohon akan memberi nafkah anak yang bernama ANAK sebesar Rp.

1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) setiap bulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Pemohon dan
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Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso,
sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal
66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta
penjelasannya, maka Pengadilan Agama Bondowoso berwenang untuk
mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan
Termohon pada tanggal 9 April 2019, maka Pemohon adalah persona standi in
judicio dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon
agar rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama
Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan,
sebagaimana ketentuan Pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan
4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 namun usaha tersebut tidak berhasil,
maka usaha damai oleh Majelis Hakim sebagaimana pasal-pasal tersebut di
atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui lembaga mediasi sebagaimana
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, kareta Tergugat
tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga Kketentuan
Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk
hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan

patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan suatu halangan
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yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 125 H.I.R., perkara
tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tertuang pada duduk perkara yang pokoknya sejak bulan Januari
2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dan
Termohon tidak ada kesepakatan tempat tinggal di mana Pemohon tidak betah
tinggal di rumah Termohon dikarenakan pekerjaan Pemohon ada di dekat
rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tidak betah tinggal di rumah
orang tua Pemohon dikarenkan tidak suka dengan orang tua Pemohon,
puncaknya pada bulan Desember 2021 Pemohon pergi dari rumah orang tua
Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon yang menyebabkan
Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 bulan, sejak saat itu
antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun
batin;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf
() Kompilasi Hukum Islam karenanya Majelis Hakim menilai permohonan
Pemohon sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir serta patut
dianggap telah mengakui dalil-dalii permohonan Pemohon, akan tetapi
berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup
antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka
Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan alasan
perceraiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di
persidangan berupa 2 (dua) buah surat dan 2 (dua) orang saksi yang
selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2), dibuat oleh pejabat yang
berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermaterai
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cukup dan dinazegelen serta dapat dicocokan dengan aslinya oleh Majelis
Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b)
Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf
(a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea
Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea
Meterai dan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum
Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan
nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1) Pemohon beralamat di Bata
Tengah RT. 028 RW. 005 Desa Tegaljati Kecamatan Sumber Wringin
Kabupaten Bondowos, oleh karenanya terbukti Pemohon berada di dalam
wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.2) menerangkan Pemohon dan
Termohon menikah pada tanggal 9 April 2019 yang tercatat di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso, oleh karenanya
terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, telah memberikan
keterangan di persidangan satu persatu sebagaimana maksud Pasal 144
H.LR., keduanya mengaku sebagai ibu kandung dan saudara sepupu
Pemohon, sehingga bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 145 H.I.R., jo.
asas lex spesialis sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, keduanya telah dewasa atau cakap hukum
sebagaimana ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia
disumpah menurut agamanya sesuai kehendak Pasal 147 H.I.R, sehingga
saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai
alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon
sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon terdiri dari 2 (dua)
orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 169 H.I.R.,

keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana
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ketentuan Pasal 170 H.LR., serta keduanya menerangkan peristiwa yang

dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi sebagaimana ketentuan Pasal

171 HIR, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut

memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi

Pemohon di atas, maka terbukti:

- Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang
tua Termohon;

- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 orang anak, berusia
kurang lebih 1 (satu) tahun, saat ini tinggal di bersama Termohon;

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena terjadi
pertengkaran;

- Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon tidak mau tinggal
bersama satu rumah di rumah orang tua Pemohon padahal pekerjaan
Pemohon ada di rumah orang tua Pemohon tersebut;

- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua)
bulan dikarenakan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon
tetapi tidak berhasil, bahkan Termohon sudah menjalin hubungan (pacaran)

dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung
abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu
tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan
kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum
yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perceraian harus ada
alasan yang cukup antara suami isteri tersebut tidak akan dapat rukun sebagai

suami istri;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon
agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Termohon pada setiap
persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi Pemohon tetap
dengan permohonannya, hal mana relevan dengan Firman Allah dalam Al

Qur'an surat Al Bagarah ayat (227) yang berbunyi :
ade e Al & Ul Vsade (g

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka

sesunguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
antara Pemohon dan Termohon;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit dirukunkan kembali sebagai
suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan
usaha merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil serta Termohon
telah menjalin hubungan (pacaran) dengan laki-laki lain dan Termohon telah

berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim
dalam musyawarah majelis sepakat menyatakan permohonan Pemohon untuk
menjatuhkan talak terhadap Termohon telah cukup alasan sebagaimana
dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan
ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi
Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi

adalah thalak satu raj’i dari Pemohon atas diri Termohon;
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Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan akan
memberikan Nafkah anak yang bernama ANAK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu
juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas sikap Pemohon tersebut, Majelis Hakim
berpendapat meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di
persidangan serta juga tidak menuntut hak-hak anak, akan tetapi berdasarkan
ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim
secara ex officio menghukum Pemohon memberikan biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak Pemohon dan Termohon sampai anak
tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun sesuai
dengan kesanggupan Pemohon tersebut di atas di luar biaya pendidikan dan
kesehatan anak tersebut dengan kenaikan 20 persen setiap tahunnya,
sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun
1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Bondowoso;

4. Menghukum Pemohon membayar nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon
dan Termohon yang bernama ANAK sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta

rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan
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kenaikan 20 persen setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau
berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Subhi Pantoni, S.H.l. sebagai
Ketua Majelis, dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. serta Amni Trisnawati,
S.H.l., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Chamim Tohari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa
hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Subhi Pantoni, S.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. Amni Trisnawati, S.H.l., M.A.

Panitera Pengganti,

Chamim Tohari, S.H.
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Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran . Rp 30.000,00,-
Biaya Proses : Rp 75.000,00,-
Biaya Pemanggilan : Rp  480.000,00,-
Biaya PNBP : Rp 20.000,00,-
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,-
Biaya Materai : Rp 10.000,00,-
Jumlah : Rp  625.000,00,-
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